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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji implementasi Smart City di Kabupaten Jember, dengan fokus pada peran 

digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif 

dan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis interaksi antara pemerintah, masyarakat, 

dan sektor swasta dalam konteks digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS) telah berhasil 

meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital dan 

keamanan data masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemangku kepentingan dan 

pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi digital guna menciptakan sistem 

pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Temuan ini tidak hanya relevan bagi Kabupaten 

Jember tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan di era digital. 

Kata Kunci: Smart City, Digitalisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Kabupaten Jember. 

 

PENDAHULUAN 

Tata kelola pemerintahan yang berbasis kolaborasi di era digital sangat krusial untuk 

meningkatkan efektivitas dan responsivitas layanan publik. Dalam hal ini, digitalisasi 

memberikan peluang bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih 

baik, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Konsep kolaboratif 

governance menuntut adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, 

dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Ini 

menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern. Oleh karena itu, 

keberhasilan tata kelola ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja 

sama secara efektif. 

Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga 

dengan cara penyajiannya. Informasi yang kompleks harus disajikan dalam bentuk yang 

mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa 

semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tersebut, sehingga 

mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. (Adaliya, 

2024). Sebagai contoh, setiap desa harus mempublikasikan laporan keuangan dan 

keputusan penting melalui portal online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 

Langkah ini sangat penting untuk memungkinkan publik mengawasi dan memahami 

penggunaan anggaran serta kebijakan yang diterapkan, sehingga menciptakan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. (Pemerintah Desa Godog, 

2023). 

Selain itu, penyajian informasi secara terbuka akan mendorong terwujudnya 

akuntabilitas publik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memantau dan 

mengevaluasi kebijakan yang sedang dirumuskan, serta memberikan masukan yang 

konstruktif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih inklusif 
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dan partisipatif, di mana suara masyarakat diakui dan diperhitungkan dalam setiap 

langkah kebijakan. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024). 

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi tata kelola pemerintahan 

berbasis kolaborasi. Pertama, kesenjangan digital dapat menghambat partisipasi 

masyarakat, terutama di daerah terpencil yang kurang akses terhadap teknologi informasi. 

Kedua, masalah keamanan data menjadi perhatian utama, karena meningkatnya jumlah 

data yang dikelola secara digital dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi. Ketiga, 

perubahan paradigma dalam birokrasi memerlukan komitmen dari semua pemangku 

kepentingan untuk beradaptasi dengan pendekatan baru ini. 

Menteri Johnny juga mengidentifikasi empat tantangan utama bagi para pembuat 

kebijakan dalam menghadapi era kepemimpinan digital saat ini. Tantangan tersebut 

mencakup dorongan untuk mengimplementasikan transformasi digital sebagai bagian dari 

perubahan gaya hidup baru, penyediaan tata kelola e-government dan bisnis digital yang 

efektif, pengembangan kebijakan atau legislasi yang mendukung transformasi digital, 

serta peningkatan kinerja melalui persiapan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang digital (Kominfo Kota Tasikmalaya, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk 

mempersiapkan para pemimpin Indonesia agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan yang terjadi dalam era transformasi digital ini. 

Kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terkait penggunaan metode kualitatif dalam 

konteks ini sangat krusial. Metode kualitatif memiliki potensi untuk memberikan 

wawasan mendalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat serta pemangku 

kepentingan lainnya dalam proses kolaboratif. Penelitian ini dapat menggali bagaimana 

teknologi digital mempengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kolaborasi tersebut. 

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi 

yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi implementasi Smart City yang 

lebih efektif, baik di Kabupaten Jember maupun di daerah lainnya. Dengan demikian, 

penting untuk menekankan perlunya pendekatan penelitian yang lebih mendalam untuk 

memahami dinamika ini secara komprehensif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan 

(literature review) untuk mengevaluasi implementasi Smart City di Indonesia, 

mengidentifikasi tantangan teknologi, dan menilai aspek keberlanjutan yang terkait. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang menyeluruh dari 

berbagai sumber yang relevan. (Mahayani, 2024, 108) Sumber data utama mencakup 

artikel jurnal ilmiah yang membahas inovasi teknologi dan praktik Smart City, laporan 

penelitian dari institusi akademik, dokumen resmi pemerintah yang berisi kebijakan, 

regulasi, dan laporan perkembangan proyek Smart City, serta sumber media massa yang 

menawarkan perspektif terkini dan studi kasus nyata mengenai penerapan Smart City di 

berbagai kota di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi Smart 

City di tanah air. 

Proses penelitian kualitatif dalam konteks ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam fenomena yang terjadi dalam implementasi Smart City. Dengan menerapkan 

beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: 

1. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik-praktik yang 

terjadi di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang 
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lebih baik tentang bagaimana digitalisasi mempengaruhi tata kelola pemerintahan dan 

interaksi masyarakat dengan layanan publik. 

2. Dokumentasi: Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen 

resmi, laporan kebijakan, serta data statistik yang relevan. Mal ini membantu peneliti 

memahami konteks kebijakan dan perkembangan program Smart City di Kabupaten 

Jember. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Digitalisasi 

Digitalisasi memainkan peran yang sangat krusial dalam transformasi pelayanan 

publik di Kabupaten Jember. Digitalisasi memungkinkan Dinas Komunikasi dan 

Informatika untuk mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya manual menjadi lebih 

efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Melalui implementasi Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-

JELAS), digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, seperti pengurusan 

surat-menyurat dan tanda tangan elektronik, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam 

pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi informasi, masyarakat dapat 

mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mengurangi keluhan terkait 

keterlambatan dan kompleksitas dalam proses pelayanan. (Najib, 2024) 

Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi pada pengurangan praktik pungutan liar 

yang sebelumnya marak terjadi dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi 

dan transparan, masyarakat dapat lebih mudah memantau proses administrasi dan 

melaporkan penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, peran digitalisasi 

dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi, tetapi juga menciptakan 

lingkungan pelayanan yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Secara keseluruhan, digitalisasi melalui SI-JELAS menjadi alat inovatif yang 

mendukung perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kabupaten Jember. 

Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan 

Kolaborasi multi-pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengembangan Smart Village, seperti yang diuraikan oleh (Rohman et al., 2024). Berikut 

adalah beberapa poin penting mengenai peran kolaborasi ini: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Melalui kolaborasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya 

meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan tetapi juga 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini 

penting untuk keberlanjutan dan efektivitas program. 

2. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan 

Dalam konteks pengembangan Smart Village, kolaborasi ini memungkinkan 

penyusunan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif. Regulasi yang baik 

akan menjadi acuan bagi pengembangan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi, 

serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung 

jawab yang jelas. 

Secara keseluruhan, kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan kunci 

untuk keberhasilan implementasi Smart Village di Kabupaten Jember. Melalui sinergi 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program-program dapat dirancang 

dan dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi 
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masyarakat desa. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan 

tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan partisipasi aktif 

dari semua pihak terkait. 

Hubungan dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kolaborasi Prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi sangat relevan dalam konteks 

implementasi Smart City di Kabupaten Jember: 

1. Akuntabilitas: Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui 

transparansi dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat 

dapat dengan mudah mengawasi proses pelayanan dan memberikan umpan balik 

langsung kepada pemerintah. 

2. Transparansi: Aplikasi SI-JELAS memungkinkan masyarakat untuk melihat status 

pengajuan layanan mereka secara real-time. Ini menciptakan lingkungan yang lebih 

transparan di mana masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki hak untuk 

mengetahui bagaimana pelayanan diberikan. 

3. Partisipasi: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terlihat jelas dalam 

pengembangan aplikasi pelayanan publik. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam 

proses perancangan aplikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. 

Ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program-program 

pemerintah. 

4. Efisiensi: Implementasi teknologi digital telah meningkatkan efisiensi dalam 

pelayanan publik. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif melalui sistem online. 

Implikasi Penelitian 

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik di 

Kabupaten Jember. Pertama, perlu adanya peningkatan infrastruktur TIK untuk 

mendukung aksesibilitas digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sosialisasi 

mengenai penggunaan aplikasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat 

memanfaatkan layanan dengan optimal. 

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta harus terus diperkuat 

untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan publik. Dengan 

membangun kemitraan strategis, Kabupaten Jember dapat lebih cepat mencapai tujuan 

Smart City yang inklusif dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Smart City di 

Kabupaten Jember tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kolaborasi 

yang efektif antara semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan kolaboratif yang 

kuat, Kabupaten Jember dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Digitalisasi memainkan peran vital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. 

Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, 

mengungkapkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

layanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Melalui 

penerapan Sistem Informasi Jember Elektronik Layanan Masyarakat (SI-JELAS), 

pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada 

masyarakat. 

Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, 

dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun 
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terdapat tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah keamanan data, penerapan 

konsep Smart City diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam 

mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 

wawasan yang berharga tentang bagaimana digitalisasi dapat meng transformasi tata 

kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang tertera di atas, maka disarankan hal hal berikut: 

1. Peningkatan Akses Teknologi: Mengingat adanya kesenjangan digital yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk 

memperluas akses teknologi informasi, terutama di daerah terpencil. Program 

pelatihan dan penyediaan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas untuk 

memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses 

digitalisasi. 

2. Penguatan Keamanan Data: Dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, 

perhatian terhadap keamanan data harus ditingkatkan. Pemerintah perlu 

mengembangkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi data pribadi 

masyarakat dan mencegah kebocoran informasi. Pelatihan bagi pegawai pemerintah 

tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data juga sangat diperlukan. 

3. Penelitian Berkelanjutan: Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif sangat 

penting untuk memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat 

dalam konteks digitalisasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga 

bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk 

implementasi Smart City. 

4. Kolaborasi yang Lebih Kuat: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan 

solusi yang lebih efektif. Forum atau platform diskusi yang melibatkan semua 

pemangku kepentingan dapat dibentuk untuk membahas tantangan dan peluang 

dalam implementasi Smart City secara bersama-sama. 

5. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

manfaat dan penggunaan teknologi digital sangat penting. Program edukasi yang 

menjelaskan cara menggunakan layanan digital dan manfaatnya harus diperkenalkan 

untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. 

6. Transparansi dan Akuntabilitas: Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah, penting untuk memperkuat transparansi dalam laporan 

keuangan dan kegiatan pemerintahan. Portal online yang memungkinkan akses publik 

terhadap informasi ini harus dikembangkan dan dipromosikan secara luas agar 

masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan yang diterapkan. 

7. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program Smart 

City akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses 

evaluasi ini harus melibatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa 

program tetap relevan dengan kebutuhan mereka. 
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